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Abstrak

Program  Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung
lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut
ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan
masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas
dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa
berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena
pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi,
belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan
masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai
organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah
karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal
belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal

Abstract

The Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) is an effort to
develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills,
behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through establishing policies, programs,
activities, and assistance that are in accordance with the essence of the problem and prioritize
the needs of the Village community. In Banyumas Regency, Central Java Province, the program
was started in 2015. It seems that this long-running program has not been able to create an
empowered society. This is indicated by the still high poverty rate and the weak community
involvement in the development process. The purpose of this study is: to describe and explain
the failure of the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in
empowering communities in Banyumas Regency. This study used qualitative methods with
research locations in Banyumas Regency with the locus of Cilongok District, Banyumas Regency
consisting of 20 villages. The conclusion of this research is that the Village Community
Development and Empowerment Program (P3MD) in Banyumas Regency has not been
successful in empowering the community to actively participate in development planning,
implementation and monitoring because the existing assistance can only realize that existing
participation is still limited to mobilization, not yet participation. The real. P3MD failed to
empower the community because it had not been able to properly increase the capacity of social
institutions as local organizations in Banyumas Regency. The capacity of local organizations is
still weak because there is no less intensive assistance so that the administrators of local
organizations do not have sufficient knowledge about empowerment.
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PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian desa.
Paradigma pemberdayaan menganggap bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya
ketika masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya dimiliki untuk dapat
digunakan dalam membangun masyarakat. (Friedmann, 1992) menjelaskan bahwa konsep
pemberdayaan menekankan pada pembangunan dengan mengutamakan kebijakan melalui
pengambilan keputusan yang otonom untuk melindungi kepentingan rakyat dengan berlandaskan
pada sumberdaya sendiri, melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran di masyarakat melalui
pengamatan langsung. Selanjutnya, Friedman menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan adalah
paradigma  konsep pembangunan manusia yang kemunculannya dikarenakan adanya 2
permasalahan, yaitu: harapan dan kegagalan.

Di Indonesia, ada beberapa program untuk memberdayakan masyarakat yang dimulai sejak
awal tahun 1980-an seperti Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), kemudian tahun 1990-an ada
Inpres Desa Tertinggal (IDT), awal tahun 2000-an ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
mulai tahun 2007 ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Mulai tahun 2015 ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) setelah
UU Desa disahkan pada tahun sebelumnya. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) diluncurkan untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan diseluruh
Indonesia melalui pemerintahan Desa. Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan
kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) di Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas sudah berjalan selama 8 tahun, sejak tahun 2015 sampai 2022. Dengan
gelontoran dana yang banyak dan juga adanya pendampingan dari tenaga professional semestinya
bisa mengentaskan Kecamatan Cilongok dari kemiskinan, tapi dalam kenyataanya malah menjadi
rangking satu kecamatan miskin ekstrim di Kabupaten Banyumas. Indikator keberdayaan
masyarakat menurut Hahemi, Schuler, dan Riley diantaranya adalah sekuritas ekonomi (memiliki
rumah, tabungan, dan menggunakan uang tunai) dan kemampuan untuk melakukan pembelian
barang-barang kebutuhan. Angka kemiskinan yang tinggi menunjukan tidak terpenuhinya indikator
keberdayaan ,yang berarti adanya kegagalan dalam mewujudkan tujuan dari pemberdayaan, juga
menunjukan kegagalan memenuhi salah satu dari tujuan SDGS Desa nomor 1 yaitu desa tanpa
kemiskinan. Ini menjadi salah satu kesenjangan antara teori dan tujuan program dengan kenyataan
di lapangan.

Indikator keberdayaan masyarakat menurut Hahemi, Schuler, dan Riley diantaranya adalah
kesadaran politik dan hukum; dan partisipasi dalam protes publik dan kampanye politik. Kurang
optimalnya lembaga mitra desa dan masyarakat desa dalam memahami hak-haknya dalam
pembangunan desa, ketidakberdayaan dalam ikut melakukan proses politik dalam pengambilan
keputusan untuk perencanaan pembangunan desa menunjukan adanya kegagalan dalam proses
pemberdayaan. Hal tersebut juga menunjukan gagalnya pencapaian tujuan dari SDGS no 17 dan 18
yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dengan adanya beberapa gap di atas maka ada salah dengan implementasi Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas sehingga hal
ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di
Kabupaten Banyumas
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TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai
ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah
“pengentasan kemiskinan” (poverty alleviation) sejak digulirkannya Program Inpres No.
5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Terkait dengan
pengertian pemberdayaan, Fear and Schwarzweller (1985) (Fear, F.A.; Schwarzweller, 1985)
mengemukakan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai: "a process in which increasingly more
members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions,
where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without
a decrease (without deteriorating) in the life chances of others".

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, & Canda (1998) (Robbins et al., 1998) secara
singkat menyatakannya sebagai berikut:Empowerment-‘process by which individuals and groups
gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability
to achieve their highest personal and collective aspirations and goals ". Menurut definisinya,
pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau
penguatan (strengthening) kepada masyarakat.

Narayan (2002) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat
aspek yaitu:

a. Akses Informasi
Komunikasi yang terjalin baik terjadi karena adanya informasi yang dimiliki masing-
masing individu yang dapat merekatkan hubungan mereka. Adanya informasi yang cukup,
proses pemberdayaan menjadi lebih mudah karena pelayanan dari yang memberikan dan
menerima pemberdayaan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.
b. Inklusi dan Partisipasi
Keseluruhan individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan, baik pelaku maupun
subyek pemberdayaan. Partisipasi yang dimaksud yaitu kontribusi yang diberikan individu
untuk keberhasilan kelompok dalam pemberdayaan. Inklusi dan partisipasi saling
bergandengan yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mampu
diberdayakan.
c. Akuntabilitas
Kemampuan seseorang untuk dapat bertindak secara tepat. Dalam pemberdayaan,
akuntabilitas bertujuan ketepatan dalam mengambil keputusan, management waktu,
penghitungan dana, tenaga yang dibutuhkan, dan kemampuan memprediksi dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.
d. Kapasitas organisasi local
Mengacu pada kemampuan kelompok untuk dapat bekerjasama, mengikuti organisasi,
dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menyelesaikan masalah, dan menjangkau
kemungkinan penyelesaian dari berbagai konflik.

2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Di Indonesia, ada beberapa program untuk memberdayakan masyarakat yang dimulai
sejak awal tahun 1980-an seperti Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), kemudian tahun
1990-an ada Inpres Desa Tertinggal (IDT) , awal tahun 2000-an ada Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), mulai tahun 2007 ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan. Mulai tahun 2015 ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (P3MD) setelah UU Desa disahkan pada tahun sebelumnya. Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diluncurkan untuk mewujudkan
percepatan dan pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia melalui pemerintahan Desa.
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Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi
pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di
perdesaan

Di era Presiden Joko Widodo, melalui Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan,
program pemberdayaan diarahkan untuk memandirikan desa sesuai amanat Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya secara praksis
dilaksanakan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendesa PDTT). Dengan dasar ini, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan
danPemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD salah satu ditjen pada Kemendes PDTT)
dibentuk program. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
dengan misi memberdayakan desa sebagai self-governing community, yakni desa yang
maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) didampingi oleh
Tenaga Pendamping Professional (TPP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang selanjutnya diatur lebih detail
lagi dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat
Desa. Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP bersifat membantu Menteri, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam serangkaian kegiatan
pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan, dan fasilitasi Desa. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Taylor et al., 2016) menyebutkan penelitian
kualitatif menghasilan data tertulis atau lisan dari fenomena atau perilaku yang diteliti. (Guba dan
Lincoln, 2005) menyebutkan, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan
naturalistik. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam setting alaminya,
mencoba untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena yang diteliti. (Merriam, 2009)
menyebutkan, peneliti kualitatif tertarik untuk memahami orang-orang yang diteliti tentang dunia
mereka. Penelitian kualitatif berdasarkan pandangan di atas adalah penelitian yang mencoba
melihat seting alami dari yang diteliti dengan peneliti sebagai alat utamanya dan menghasilkan data
tertulis atau lisan dari fenomena yang diteliti.
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Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa yaitu: Desa Batuanten, Desa Cikidang, Desa
Cilongok, Desa Cipete, Desa Gununglurah, Desa Jatisaba, Desa Kalisari, Desa Karanglo, Desa
Karangtengah, Desa Kasegeran, Desa Langgongsari, Desa Pageraji, Desa Panembangan, Desa
Panusupan, Desa Pejogol, Desa Pernasidi, Desa Rancamaya, Desa Sambirata, Desa Sokawera,
Desa Sudimara.
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai Juli 2023.
Informan Penelitian
Ada beberapa pihak atau orang yang akan jadi informan dalam penelitian kali ini. Mereka
dipilih karena dinilai mengetahui (purposive) tentang kinerja lembaga pemberdayaan
masyarakat desa yaitu :
Kasi FLKD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bnayumas
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Pengurus LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Pengurus Karang Taruna
Pengurus PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
Pengurus RT (Rukun Tetangga)
Pengurus RW (Rukun Warga)
Pengurus Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
. Pengurus Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan beberapa
cara. (Klassen et al.,, 2012) menyebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
dilakukan melalui wawancara dan observasi. (Bowen, 2009) menyebut, dokumentasi yang
didapatkan dan kemudian dianalisis merupakan prosedur pengumpulan data pelengkap dalam
mendukung triangulasi sumber data dan pembangunan teori.
a. Wawancara
Jamshed (2014) menyebutkan, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan,
pengalaman, keyakinan, dan motivasi informan. Wawancara terdiri atas wawancara
terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan
dengan pertanyaan yang tanpa variasi dan tidak memunculkan pertanyaan lanjutan.
Wawancara semi terstruktur adalah wawancara menggunakan beberapa pertanyaan kunci
yang membantu untuk mendefinisikan area yang akan dijelajahi, tetapi juga memungkinkan
pewawancara atau orang yang diwawancarai menyimpang untuk mengejar ide atau
tanggapan lebih detail. Wawancara tidak tersrtuktur adalah wawancara yang diawali
dengan sedikit ide dan pertanyaan pembuka akan jadi kunci dan kemudian mengalir sesuai
respons dari informan. Wawancara pada penelitian ini menggunakan semi terstruktur
dengan membuat beberapa pertanyaan kunci dan dikembangkan untuk mendapatkan
tanggapan lebih detail. Wawancara semi terstruktur ini juga didefinisikan sebagai
wawancara mendalam karena informan harus menjawab pertanyaan terbuka.
b. Observasi
Cara melakukan observasi dibagi dalam tiga jenis (Ciesielska dkk, 2018). Pertama,
pengamat berpartisipasi penuh dan berbaur dengan lingkungan yang mereka teliti,
termasuk menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan objek penelitian. Cara ini dikritik karena
bisa menghilangkan sikap analitis. Kedua, pengamat berpartisipasi sebagian yakni ikut
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mengambil bagian dalam interaksi tidak tidak mendalam sehingga tidak menjadi beban
kelompok yang diteliti. Ketiga, pengamat non-peserta atau observasi non-participant yakni
mengamati saja tanpa terlibat dalam interaksi objek yang diteliti sehingga terjaga
kenetralannya. Penelitian kali ini menggunakan observasi non-participant.
Dokumentasi

Dokumentasi bisa didapatkan dari buku, arsip, dan sumber tertulis terkait, untuk
melengkapi hasil wawancara dan observasi. Tinjauan dokumentasi yang menyeluruh dan
sistematis memberikan informasi latar belakang yang membantu memahami konteks
sosiokultural, politik, dan ekonomi dari program yang diimplementasikan (Bowen, 2009).

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis model interaktif (Miles et al., 2014). Dalam

analisis tersebut, selain pengumpulan data, ada tiga aktivitas penting yakni kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut dijelaskan tiga aktivitas tersebut (Miles et
al,, 2014).

a.

Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah yang dilakukan pada data yang diperoleh di lapangan
baik catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Langkah
tersebut adalah proses pemilihan, pemfokusan, abstraksi, dan atau mentransformasikan
data. Kondensasi data ini dilakukan terus menerus selama penilian kualitatif. Bahkan, juga
sudah dilakukan sebelum data dikumpulkan, yakni ketika peneliti memutuskan kerangka
konseptual, kasus, dan pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian. Data kondensasi
adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, mengatur data
sedemikian rupa cara agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
Penyajian Data

Penyajian data membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan
sesuatu. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk teks, matrik, grafik, bagan. Penyajian data
ini bagian dari analisis. Sebab, mendesain tampilan seperti misalnya memutuskan penyajian
data dalam bentuk apa, adalah merupakan aktivitas analitik.
Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam penelitian. Selain menarik kesimpulan, juga
memverifikasi kesimpulan tersebut untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan
kecocokannya agar valid. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, tiga jenis aktivitas di atas,
merupakan proses interaksi dan bersiklus. Peneliti terus bergerak di antara empat mode
(termasuk pengumpulan data) ini selama pengumpulan data dan kemudian bolak-balik
antara memadatkan, menampilkan, dan menggambar kesimpulan / memverifikasi untuk
sisa penelitian (Miles et al,, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengulas pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas akan menggunakan teori dari
Narayan (2002) bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek yaitu: Akses Informasi,
Inklusi dan Partisipasi, Akuntabilitas, dan Kapasitas Organisasi Lokal yang akan dijabarkan sebagai
berikut:

1.

Akses Informasi

Menurut Narayan, komunikasi yang terjalin baik terjadi karena adanya informasi yang

dimiliki masing masing individu yang dapat merekatkan hubungan mereka. Adanya informasi
yang cukup, proses pemberdayaan menjadi lebih mudah karena pelayanan dari yang
memberikan dan menerima pemberdayaan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.
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Dalam beberapa wawancara dengan narasumber, akses informasi masyarakat tentang
regulasi terbaru, informasi tentang pembangunan desa, dan kebijakan pemerintah masih belum
maksimal. Masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, bahkan pemerintah desa pun
masih belum mendapatkan informasi dan regulasi terbaru yang berkaitan dengan desa,
misalnya Peaturan Menteri Dalam Negeri no 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD). Beberapa pengurus LKD belum tau tentang peraturan tesebut.

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan desa masih
dan masyarakat desa belum dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang perencanaan
pembangunan, kegiatan pembangunan, dan juga pendanaannya. Hal tersebut menyebabkan
lembaga kemasyarakatan desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam
menggerakan masyarakat untuk perencaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Cilongok
belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dapat mewujudkan akses
informasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Pendamping desa masih kurang
dalam mendampingi kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa secara maksimal sehingga
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat berdaya dan sadar terhadap hak-
haknya, termasuk untuk mendapatkan akses informasi pembangunan desa.

Inklusi dan Partisipasi

Keseluruhan individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan, baik pelaku maupun
subyek pemberdayaan. Partisipasi yang dimaksud yaitu kontribusi yang diberikan individu
untuk keberhasilan kelompok dalam pemberdayaan. Inklusi dan partisipasi saling
bergandengan yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mampu diberdayakan.
Inklusi dan partisipasi pada subyek pemberdayaan menunjukan adanya peran serta yang
terbuka bagi siapapun warga masyarakat termasuk kelompok marjinal, orang miskin dan
difabel.

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan membantu dan/atau
memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun
kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan demikian, Pendamping Desa P3MD hendaknya dapat memberikan bantuan dalam
pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, baik kepada individu
masyarakat desa, ataupun pada kelembagaan desa. Dalam konteks pengelolaan pembangunan
Desa, Pendamping Desa P3MD hendaknya dapat membantu masyarakat dan kelembagaan
Desa, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa hendaknya dapa
tmembantu; pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat desa, penguatan
kelembagaan desa dinamis, serta penguatan budaya desa adaptif. Sehingga, melalui kegiatan
asistensi pendampingan, akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa
sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa, mempertajam arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan
Perencanaan.

Pada kenyataannya, peran pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat belum
dapat terwujud sesuai harapan. Salah satunya adalah pendampingan dalam mewujudkan
inklusi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan dimulai dari perencanaan,
yaitu melalui musyawarah-musyawarah desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan
desa. Peran dari pendamping P3MD dalam memberdayakan masyarakat salah satunya adalah
dengan cara memfasilitasi musyawarah-musyawah desa, memberikan sosialisasi kepada
stakeholder dan masyarakat tentang regulasi musyawarah desa terbaru, kemudian memastikan
agar musyawarah dapat berjalan sesuai azas musyawarah yang tercantum dalam Permendesa
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no 16 Tahun 2019 yaitu: musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel,
partisipatif, demokratis, dan kesetaraan.

Jam kerja pendamping desa sebagian besar masih dialokasikan untuk mendampingi
pemerintah desa sehingga pendampingan kepada lembaga masyarakat, kelompok masyarakat,
kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal masih kurang. Hal ini menyebabkan kurangnya
pengetahuan tentang pembangunan, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak masyarakat
dalam pembangunan sehingga lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin,
difabel, dan kaum marginal tidak bisa berperan serta secara maksimal. Kurangnya
pendampingan dari pendamping P3MD dalam memberdayakan lembaga masyarakat,
masyarakat umum, masyarakat miskin, kaum difabel dan kaum marginal menyebabkan dan
partisipasi mereka masih lemah, sehingga peran pemerintah desa masih dominan.3.
Akuntabilitas

Merupakan kemampuan seseorang untuk dapat bertindak secara tepat. Dalam
pemberdayaan, akuntabilitas bertujuan ketepatan dalam mengambil keputusan, management
waktu, penghitungan dana, tenaga yang dibutuhkan, dan kemampuan memprediksi dalam
menyelesaikan suatu permasalahan. Akuntabilitas sosial di desa perlu diperkuat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat demi terjaminnya tata kelola yang baik. Pendamping
Desa P3MD bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat, termasuk masyarakat
miskin, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan cara
fasilitasi agar mereka mau dan mampu menyampaikan aspirasi.

Konsep akuntabilitas sosial memastikan bahwa pemerintah menjalankan pemerintahan
secara bertanggung jawab. Inti akuntabilitas sosial adalah munculnya beragam mekanisme
yang bertujuan mereduksi dan mungkin juga menetralisasi kekuasaan yang dimiliki aktor
penguasa. Dalam konteks pemerintahan di desa, penguatan akuntabilitas sosial makin
dibutuhkan, mengingat besarnya kewenangan pemerintah desa dalam mengelola.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan
suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan
dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh
para pengguna pemerintahan dan pembangunan desa.
Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan kepada Bupati serta laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta
menginformasikan pertanggung jawaban kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui
penggunaan papan-papan informasi yang ada.

Di Kecamatan Cilongok, pemerintah desa masih mendominasi peran dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dan pemberdayan masyarakat desa. Keberadaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW dan
Posyandu saat ini seolah-olah hanya sebatas melengkapi struktur organisasi dalam
pemerintahan desa saja. Tidak mengetahui tujuan mengapa dibentuk, apa tugas dan
wewenangnya sebagai mitra aparatur desa, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dari uraian di atas penguatan akuntabilitas sosial di desa membutuhkan proses panjang
dan kerja sama di antara pihak kecamatan, Pendamping Desa P3MD, hingga organisasi
masyarakat sipil. Kolaborasi dan koordinasi antarpihak merupakan kunci untuk menjalankan
dua strategi di atas agar mampu mempercepat proses peningkatan kapasitas dan penguatan
peran pemangku kepentingan di desa secara keseluruhan. Untuk saat ini di Kecamatan
Cilongok, hal tersebut belum dapat terwujud, pertanggungjawaban pemerintah desa belum
dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum
dapat mewujudkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining
position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan
juga mengevaluasinya.

729



PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY. VOLUME 7 ISSUE 2 TAHUN 2023, Page 722-734

Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal ini mengacu pada kemampuan kelompok untuk dapat
bekerjasama, mengikuti organisasi, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,
menyelesaikan masalah, dan menjangkau kemungkinan penyelesaian dari berbagai konflik.

Organisasi lokal yang dibahas dalam penelitian ini adalah organisasi yang berkaitan
dengan pemberdayaan masyarakat yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdiri
dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga
(RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu).

Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa di Kecamatan
Cilongok masih lemah. Kapasitas mereka masih kurang karena belum memiliki bekal yang
cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sejatinya
menjadi aktor pemberdayaan di tingkat desa. Apabila LKD lemah, maka pemberdayaan
masyarakat pun akan tidak maksimal. Selain karena kapasitas yang kurang, posisi lembaga
kemasyarakatan desa menjadi lemah karena belum mempunyai legal standing yang sesuai
dengan regulasi terbaru. Di Kecamatan Cilongok belum ada desa yang punya peraturan desa
tentang LKD sesuai dengan regulasi terbaru. Lemahnya peran LKD tersebut menunjukan
adanya kegagalan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyaralat Desa (P3MD).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Akses Informasi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten

Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dapat mewujudkan

akses informasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel karena pendamping desa

P3MD masih kurang maksimal dan intensif dalam mendampingi kelembagaan masyarakat dan

masyarakat desa sehingga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat

berdaya dan sadar terhadap hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses informasi
pembangunan desa.

Inklusi dan Partisipasi

a. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten
Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi
aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena
pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas
mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. Banyak stakeholder dan
masyarakat yang belum tahu tentang hak-hak mereka dalam pembangunan, terutama
masyarakat miskin, difabel dan marginal.

b. Jam kerja pendamping desa sebagian besar masih dialokasikan untuk mendampingi
pemerintah desa sehingga pendampingan kepada lembaga masyarakat, kelompok
masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal masih kurang. Hal ini
menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pembangunan, dan kurangnya kesadaran
akan hak-hak masyarakat dalam pembangunan sehingga lembaga masyarakat, masyarakat
umum, masyarakat miskin, difabel, dan kaum marginal tidak bisa berperan serta secara
maksimal. Kurangnya pendampingan dari pendamping P3MD dalam memberdayakan
lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, kaum difabel dan kaum
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marginal menyebabkan dan partisipasi mereka masih lemah, sehingga peran pemerintah

desa masih dominan.
Akuntabilitas

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum dapat mewujudkan penguatan akuntabilitas
sosial di desa karena pendampingan yang ada belum dapat mewujudkan masyarakat dan
kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk
mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.
Kapasitas organisasi lokal

P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan
kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan
baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif
sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu
pemberdayaan. Selain karena kapasitas yang kurang, posisi lembaga kemasyarakatan desa
menjadi lemah karena belum mempunyai legal standing yang sesuai dengan regulasi terbaru.
Di Kecamatan Cilongok belum ada desa yang punya peraturan desa tentang LKD sesuai dengan
regulasi terbaru. Lemahnya peran LKD tersebut menunjukan adanya kegagalan dalam proses
pemberdayaan yang dilakukan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyaralat Desa
(P3MD).

SARAN

1.

2.

4,

Akses Informasi

a. Perlu dibentuk tim atau petugas Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang didanai
oleh desa. Tugasnya adalah mengupdate website desa dengan informasi-informasi terkini
tentang pembangunan dan desa dan juga tentang laporan kegiatan pembangunan.
Informasi yang tersedia di website akan memudahkan masyarakat dalam mengakses
sehingga mereka dapat berperan lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
desa dan juga pengawasan pembangunan desa

b. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping desa
P3MD lebih sering mendatangi lembaga masyarakat desa, kelompok masyarakat dan
masyarakat umum dalam rangka penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat,
sekaligus menjadi penyambung informasi yang terputus.

Inklusi dan Partisipasi
Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD

lebih intens dalam mendampingu lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel,

masyarakat miskin dan marginal dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus memberikan

penyadaran sehingga mereka bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan dapat berpartisipasi

aktif dalam pembangunan.

Akuntabilitas
Membuat system pengawasan berbasis masyarakat atau Community Based Monitory

(CBM) agar masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position

yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga

mengevaluasinya.

Kapasitas organisasi lokal

a. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD
memfasilitasi agar setiap desa mempunyai peraturan desa tentang lembaga
kemasyarakatan desa yang sesuai dengan regulasi terbaru

b. Peningkatan kapasitas yang lebih intensif melalui pelatihan-pelatihan ataupun forum grup
discussion kepada para pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar mereka memiliki
bekal ilmu yang cukup dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat
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